BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif menurut Nazir, (2018) adalah suatu metode dalam meneliti
status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian ini : untuk membuat deskriptif / gambaran, melukiskan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselediki. Penelitian ini berusaha untuk
mendapatkan gambaran tentang perkembangan kemampuan keuangan
daerah di kabupaten Lampung Timur dalam mendukung pelaksanaan

otonomi daerah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dan waktu dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian yang penulis ambil, bertempat di Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
2. Waktu Penelitian
Waktu penulisan penelitian ini dimulai pada bulan September 2023

hingga Desember 2023
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C. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung dan melalui perantara / diperoleh dan dicatat oleh pihak lain
(Indriantoro , Nur dan Supomo, Bambang 2018). Data sekunder dalam
penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2020-2021.
APBD tersebut diperoleh dari beberapa instansi pemerintah terkait, dalam
hal ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung

Timur

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode dokumentasi, cara pengumpulan data melalui
peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-
buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum, dan lain-lain yang

berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, Hadari 2021).

E. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode
penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat

dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena
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tertentu (Nazir, Mohammad 2018). Data yang berasal dari APBD

kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang

diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat
kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya
pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan
daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi
hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman

(Widodo, 2017).

Rumus yang digunakan adalah:

Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan dari Pihak Eksern

Rasio Kemandirian:

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung
arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak
ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio
kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan
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retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli
daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi
daerah menggambarkan bahwa timgkat kesejahteraan masyarakat

semakin tinggi.

Tabel 3.1
Skala Interval Kemandirian
Kemampuan Keuangan Rasio Pola Hubungan
Kemanidian (%)

Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah >25 - 50 Konsultatif
Sedang >50-75 Partisipatif
Tinggi >75-100 Delegatif

Sumber : (Bappenas IKR, Mahmudi,2010:142)
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai
pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen
PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol
UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel

I11.1 adalah sebagai berikut (Anita, 2022):

Tabel 3.2
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal
% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat Kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat baik

Sumber : (Bappenas IKR, Mahmudi,2010:142)
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Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :

PAD,

100 %
D, "

DDF:

Keteragan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD¢: Total PAD tahun t

TPDy : Total Penerimaan Daerah Tahun t

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan
pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (kuncoro,2017).
Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR)

dengan menggunakan skala menurut Tumilar (2015) sebagaimana

yang terlihat dalam table 3.2 sebagai berikut (Anita, 2022)

Tabel 3.3
Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin
% Kemampuan Keuangan Daerah

0,00-20,00 Sangat Kurang
20,01-40,00 Kurang
40,01-60,00 Cukup
60,01-80,00 Baik

80,01-100 Sangat baik

Sumber : (Bappenas IKR, Mahmudi,2010:142)
Rumus :

PAD
IKR : Total Pengeluaran Rutin

x100%

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin
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PAD : Pendapatan Asli Daerah

Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja
pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang
dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja
pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio
keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2021) :

Total Belanja Rutin
Total BelanjaAPBD

Rasio Belanja Rutin :

Tabel 3.4
Skala Interval Keserasian
% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00 Sangat Kurang
20,01-40,00 Kurang
40,01-60,00 Cukup
60,01-80,00 Baik
80,01-100 Sangat baik

Sumber : (Bappenas IKR, Mahmudi,2010:142)
Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.
Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD
yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja

rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001 : 270):
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Rumus yang digunakan adalah :

. . . Belanja Pemb
Rasio Belanja Rutin : 2" INI7RAR
TotaleBelanja APBD

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan
yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka
pertumbuhannya  adalah positif. Artinya bahwa daerah yang
bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan
pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya.
Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin
yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka
pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang
bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan

pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

Tabel 3.5
Skala Interval Pertumbuhan
% Kemampuan Keuangan Daerah

0,00-20,00 Sangat Kurang
20,01-40,00 Kurang
40,01-60,00 Cukup
60,01-80,00 Baik

80,01-100 Sangat baik

Sumber : (Bappenas IKR, Mahmudi,2010:142)

Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Menurut Mahmudi (2019:16) analisis proporsi belanja langsung dan
tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal
pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian

anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung
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dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung
merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan
kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari
belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi
output kegiatan Secara sederhana rasio tersebut dapat diformulasikan

sebagai berikut :

Total Belanja Langsung

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja = Total Belanja Daerah

Total Belanja Tidak Langsung
Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja =

Tabel 3.6
Skala Interval Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Kemampuan Keuangan Rasio Pola Hubungan
Kemanidian (%)

Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah >25 - 50 Konsultatif
Sedang >50-75 Partisipatif
Tinggi >75-100 Delegatif

Sumber : (Bappenas IKR, Mahmudi,2010:142)
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